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ABSTRAK

pelaksanaan pemilihan umum rentang terjadi pelanggaran kode etik pemilu.

Pmegakam kode etik pmyt!euggara ; “A sangat penting meneggakan kualitas
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Approaches, menyatakan bahwa dalam rangka demokrasi yang kuat. (Jihan
Anjania Aldi, Elma Putri Tanbun, Xavier Nugraha, 2019)

Cikal bakal terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
berasal adanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU), di mana
lembaga tersebut merupakan state auxiliary organs, yaitu lembaga negara
penunjang dan menjalankan berbagai fungsi secara bersamaan.| | Pada umumnya,

lembaga negara penunjang telah mendominasi proses pembangunan hukum (Tegal




development) pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau pasca transisi era
yang otoriter menjadi era yang lebih demokratis, sebagaimana salah satu tujuan

utama pembentukan lembaga negara penunjang (state auxiliary organ) adalah

id balances) antar lembaga. 12
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Hukum”, kode etik suatu profesi berupa normanorma yang harus diindahkan oleh

orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut

Kode etik juga memiliki fungsi sebagai morale control yang sanksinya
bersifat psikologis dan kelembagaan, menuntut terbentukannya intergritas moral
dikalangan pengemban profesi. Hal ini berkonsekuensi terhadap martabat dan jati

diri organisasi profesi karena kualitas organasasi profesi terscbut ditentukan oleh




kualitas pemberdayaan etik pengemban profesi itu sendiriDengan demikian,
bukan hanya kepentingan profesi yang diartikulasikan hak-haknya, melainkan

kepentingan negara secara umum yang harus dijaga.(Jihan Anjania Aldi, Elma
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Kehormatan Komisis Pemilihan Umum atau disingkat dengan DK KPU melalui
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengara Pemilu guna untuk
menelisik atau memeriksa pelanggaranpelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
lembaga penyelenggara Pemilu. DK KPU memiliki kewenangan untuk melakukan
pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Sayangnya, DK
KPU memiliki dua kelemahan, yaitu tidak memiliki kewenangan yang kuat,
lembaga ini hanya memiliki kewenangan memanggil, memeriksa, dan
menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan




Umum, terlebih lagi DK KPU tidak bersifat permanen atau hanya sementara (ad

hoc), DK KPU hanya dapat dibentuk ketika terjadi pelanggaran kode etik oleh

institusi tersebut dan tidak hanya menangani kode e

juga pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap tingkatan melalui Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilu. Di samping itu,
ahirnya DKPP juga didorong dengan adanya interpretasi Mahkamah Konstitusi
atas Pasal 22F ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang
kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelengaraan Pemilu, bahwa DKPP merupakan hasil transformasi dari DK




KPU dengan posisi dan kedudukan yang lebih kuat. (Ismail, Fakhris Lutfianto

Hapsoro, 2021)
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kepada penyelenggara pemilu. (Mikhael Feka, 2020).

Penyelenggaraan pemilu dalam sebuah negara demokrasi menjadi salah
satu acuan dari pelaksanaan sistem demokrasi. Dalam rangka menciptakan
terwujudnya penyelenggaraan pemilu, diharuskan sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi yang menyeluruh menunjukkan bahwa menyelenggarakan pemilu
mempunyai legitimasi konstitusional dan publik. Legitimasi konstitusional

memiliki makna berarti kedudukan, tugas serta kewenangan lembaga




penyelenggara pemilu dijabarkan secara detail dalam UUD dan UU. Sedangkan
legitimasi publik berhubungan dengan keputusan-keputusan yang dibuat dalam
penyelenggara pemilu, calon, partai politik dan masyarakat kepada lembaga
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pelaksanaan penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik dipandang sebagai
pelanggaran nilai. Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk memiliki kemurnian
nilai. Pelanggaran etik dianggap sebagai pelanggaran nilai apabila Penyelenggara
Pemilu tidak dapat berprilaku dalam Penyelenggaraan Pemiluyang sesuai dengan
nilai yang ada yang dirinci dalam peraturan DKPP sebagaimana dikemukakan di
bawah ini, maka orang/ penyelenggara Pemilu itu akan dikenai sanksi karena

berprilaku tidak sejalan, tidak cocok dengan kemurnian nilai, yang diwajibkan




bagi Penyelenggara Pemilu. Sanksi pemberhentian misalnya tidak dapat dimaknai
sebagai pembechentiin huk kerjs, s indikan pe §
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Total 292




Terhitung sejak 5 Desember 2020 sampai Desember 2021 pengaduan
pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP mencapai 292 pengaduan. Artinya
ukuran pelanggaran pemilu di indonesia pada atahun 2021 masih sangat banyak.
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Pelanggaran besar adalah kasus kasus penyalahgunaan kewenangan, amoral atau

asusila, keberpihakan, dan penyuapan.

Menegakkan martabat penyelenggara pemilu tentu tidaklah mudah, pada
pemilihan serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai data Penegakan
Hukum Pemilu (Gakumdu) sekitar 345 putusan pidana pemilu yang dimana
daerah terbanyak ada di Sulawesi Selatan dengan 41 putusan pidana disusul oleh
Sumatra Utara dan Sulawesi Tengah dengan masing-masing 24 putusan pidana.




Selain itu terdapat beberapa pelanggaran semisal pelanggaran adminitrasi sekitara
16.427 pelanggaran, sekitar 2. 798 pelanggaran pidana dan 1.518 pelanggaran
lainnya. Semantara itu pelanggaran kode etik terdapat 426 yang masing-masing
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|. Bagaimana efektifitas putusan DKPP dalam menjaga marwah
penyelenggara pemilu?

2. Apa yang menjadi Faktor pendukung dan penmghambat efektifitas
putusan DKPP dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu?




C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan

yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

W

’/“‘“w

///ml lu

\\\\
ik Khiuanya pener

kalangan serta menjadi sebuah pengetahuan dan menambah wawasan
mengenai efektifitas putusan DKPP dalam menjaga marwah

penyelenggara pemilu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Literatur

NO

kaidah-kaidah | dalam UU Pemilu No. 7

hukum yang Tahun 2017. Kemudian

berkaitan yang kedua peran serta
dengan DKPP yang dibentuk
rumusan dengan maksud dan tujuan




Ismail,
Fakhris
Lutfiant
0
Hapsoro
(2021)
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DKPP dikelompokkan
dalam lembaga negara
pembantu atau lembaga

negara penunjang yang

angkan
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(Mikhae | Peran DKPP Penelitian ini Dewan Kehormatan
| Feka, | dalam menggunakan | Penyelenggara Pemilu
Dwityas | Menegakkan metode (DKPP)

16




Witarti | Kode Etik kuantitafi. merupakan
Rabawat | Penyelenggara | Mengumpulkan | unsur penyelenggara
19 Pemilu dan pemilu bersama

KPU dan Bawaslu. Tugas




Memutus

Pelanggaran

UUNo. 7

Tahun 2017

Walaupun UU menjelaskan

mengenai sifat putusan
DKPP yang final dan

mengikat, namun sanksi




Kode Etik Pemilihan yang diputuskan untuk




akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai efektifitas pelayanan.
Namun pada penelitian ini lebih berfokus pada efektifitas putusan Dewan
Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) dalam menjagawa marwah

Penyelenggara Pemilu.




B. Kajian Pustaka
A. Tata Kelola Pemerintahan

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang

meliputi penggunaan wewenang d
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kesctaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Sedangkan
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan
yang baik antaralain: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,
demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat
diterima oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini menganut prinsip Good
Governance berdasarkan persepsi Komite Nasional Kebijakan Governance (2006)

sebagai berikut:

21




1) Transparancy (Keterbukaan Informasi)
Prinsip transparansi merupakan keterbukaan atau kemudahan akses

informasi meliputi program, kinerjas serta keuangan oleh pihak-pihak yang

2) Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin terciptanya
pertanggungjawaban secara terbuka oleh pelaksana kepada pihak yang
terkena dampak kebijakanatas setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah
(Minarti, 2011). menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan penilaian
atas kondisi sescorang oleh orang lain mengenai performadalam

menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung




ar

ta peratury 13
7 \\g’ &

etik para pelenggar tidak boleh putus. Setiap aduan yang masuk ke Dewan
Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKKP) memiliki pelayanan yang
sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Biasanya mereka yang kemudian
berani melaporkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sudah
tidak bisa mempercayai badan pengawas pemilu di tingkat paling bawah
yang bertugas untuk mengawas pemilu.

4) Independency (Kemandirian)

23




Independency atau kemandirian merupakan suatu kondisi dimana

perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan,

berlaku.di dalam memenuhi hak-hak pihak-pihak berkepentingan. Prinsip
keadilan menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 merupakan
pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata
kepada peserta atau calon peserta didik, tanpa membedakanlatar belakang
suku, ras, agama, jenis kelamin, serta kemampuan atau status sosial-

ekonomi. Pada bagian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada




Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008, besarnya pendanaan pendidikan

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan
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2005)) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output
dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Selain itu, (Kurniawan, 2005) mendefinisikan efektivitas adalah
kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)
daripada suatu organisasi atau scjenisnya yang tidak adanya tekanan atau
ketegangan diantara pelaksanaannya. Lebih bahwa bahwa efektivitas adalah suatu

25




ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah
tercapai.Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu
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kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-

usaha pelaksanaan kegiatan operasional

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan

sekarang apa yang dikerjakan oleh oerganisasi dimasa depan

e. Penyusunan program yang tepat. suatu rencana yang baik masih perlu

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab

26
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disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas
pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota
serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan
menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard

M. Steers yang meliputi ;

27




1. Kemampuan Menyesuaikan Diri
Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan
keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai,
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dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk terus melakukan kinerja dengan
baik. Sehingga disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman,
kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu
maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.




3. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang

dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.
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pemilu juga semakin baik
5. Penilaian oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai Dewan Kehormatan Penyelanggaran Pemilu
(DKPP) tentu akan diukur dari pihak luar baik itu antar lembaga
penyelenggara pemilu maupun lembaga penegakkan kode etik. Selain
itu juga masyarakat bisa menilai dan memahami sejauh mana DKPP




dalam meneggakkan pelanggaran kode etik pemilu dan masyarakat

harus mengatahui sejauah mana kinerja penylenggara Pemilu.
Ada pula tiga pendekatan yang juga dapat digunakan sebagai kriteria
untuk mengukur efektivitas sus /\ iti yang dikemukakan oleh
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Sedangkan ukuran efektivitas menurut Richard M Steers (1985:53) adalah
sebagai berikut:
1. Pencapaian tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian
tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti
‘pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam

30




arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor,
yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

upaya hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tidak
merubah frasa final dan megikat putusan DKPP dengan demikian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengakomodasi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 namun terdapat beberapa
ketidakpastian hukum terkait dengan sifat final dan mengikat putusan DKPP
pertama terkait cakupan final dan mengikat putusan DKPP yang lebih luas dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 31/PUU-X1/2013. Pencari keadilan dapat mengugat Keputusan

31




Presiden, Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU
Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bawaslu ke PTUN, Ketiga, masih dimungkinkan
muncul banyak gugatan dari para pencari keadilan akibat putusan DKPP yang

Menurut teori partai politik, pembagian kekuasaan negara dibagi menurut

fungsinya: Pertama, menetapkan kekuatan hukum legislatif, menegakkan

kekuasaan eksekutif/ administratif hukum, dan menuntut kekuasaan yudisial.11
Penerapan yang sama juga di terapkan dalam proses pemilu dimana menurut
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan telah direvisi menjadi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat pembagian

kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu yaitu terbagi menjadi tiga(3) Lembaga

32




yang menjalan fungsi dan tugasnya dalam proses kepemiluan ,di awali dengan
lemabaga pertama yaitu Komilis Pemilihan umum (KPU) yang memiliki tugas
dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses berjalannya pemilu, di lanjutkan
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perkembangan ketatanegaraan Indonesia.Salah satu lembaga yang dibentuk
setelah amandemen tersebut yaitu komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara
pemilu di Indonesia.Tentunya amanden tersebut dipertimbangan atas dasar
pemikiran bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas,
apalagi dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan tersebar di seluruh
nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut perlu adanya

penyelenggara pemilihan umum yang professional dan memiliki kredibilitas yang
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dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka mewujudkan sebuah pemilu yang
suskes, dalam hal ini yang memenuhi unsur pemilu umum, bebas, rahasia, jujur,
langsung, dan adil. Segala tugas, wewenan

penyelenggara pemilu yaitu:

g serta fungsi secara baik. Tujuan
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“bahwa pem ‘\

pelaksanaan, perencanaan, dan perorganisasian serta pengawasan internial-
vertikal.Pembahasan yang kedua, tentang terminologi kata “suatu komisi
pemilihan umum”, kalimat ini mengartikan sebuah fungsi kelembagaan bukan
mengacu kepada nama suatu lembaga (nomenklatur).Pembahasan tiga, tentang
kalimat“bersifat nasional”, kalimat ini menegaskan ruang lingkup kewenangan
dan tugas yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.Pembahasan empat, tentang kalimat “bersifat tetap”, kalimat ini




menegaskan suatu institusi atau lembaga penyelenggaraan pemilihan umum

e %\\.
\\\‘d'h,//é ‘

Secara de facto dan de jure, Undang-Undang 22 Tahun 2007 telah mengatur dan
merumuskan bahwa suatu komisi pemilihan umum yang menyelenggarakan
pemilihan umum dimaksud meliputi, kesatu, lembaga penyelenggara pemilihan
umum yang dikenal sebagai KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
kedua, lembaga pengawasan pemilu yang dikenal sebagai Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

35




C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu Republik Indonesia (DKPP tujuan untuk mengetahui
efektifitas setiap putusan lenggara Pemilu Republik
Indonesia dalam menjag litian ini, peneliti
¢ A
berikut; ' ja, 4.
o
tolak
penye in j
kerangka pikir pench 0o
0
)
)
\J
A
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Putasan Untak Menjags
Marwah Pemili

Gambar 2.1 Kerangka Pikir




D. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara

menyesuaikan dan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan
Bawaslu menyesuaikan diri terhadap aturan dan patuh terhadap
putusan DKPP. Sedangkan indiaktor yang kedua bagaimana DKPP
melakukan kerjama yang berintegrasi bersama dengan penyelenggara
pemilu dalam hal KPU dan Bawaslu RI

2. Aparatur dan pegawai penyelenggara pemilu baik itu DKPP, KPU, dan
Bawaslu RI harus memiliki prestasi kerja sebagai acuan dalam
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melaksanakan tugasnya. Adapun beberapa indikator untuk

mewujudkan prestasi kerja yang pertama adalah yaitu pengalaman,
menejemen waktu, kesungguhan

kerja ¢
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signifikan berbagai macam penilaian yang lahir dari masyarkat.
Diskripsi fokus penelitian terakhir ini mengacu pada pendapat para
pengadu yang sudah melaporkan sebuah perkara di DKPP. Ada dua
indikator yang pertama adalah good service dan yang kedua adalah

complainant satisfaction




Waktu dan Lokasi Pnnell
Waktu pﬂl&kﬂm NeT 14 v |

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang

bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.
1. Jenis penelitiaan
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif yakni bersifat menggambarkan atau menguraikan
sesuatu hal menurut apa adanya. Metode kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
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lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati(Moleong, 2018).
Diharapkan bahwa apa yang terlihat di lapangan di gambarkan secara lebih

l‘iﬂGi. _jE]ﬂs dan akmt. I!:I inimengans .iﬂ dﬂn msh‘.msik_an

likmelalui studi tentang analisis
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adalah suatu upaya untuk menggambarkan hasil dari data-data yang
diperoleh di lapangan, baik secara lisan maupun tulisan untuk kemudian
dianalisis sebagai suatu kesimpulan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapat secara langsung dari
sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti.




Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk
mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung
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Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan langsung terhadap objek penelitian, penelitian mengenai
efektifitas putusan DKPP dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu.
2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan

penelitian untuk mendapat keterangan-keterangan biasa melalui
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percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan

keterangan pada obyek penelitian.

3. Dokumentasi
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Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO NAMA JABATAN | JUMLAH STATUS
INFORMAN
| | Didik Supriyanto Anggota PENYELENGGARA
S.IP, M.IP DKPP RI1
42




Bugi Kurnia KASUBAG

Widianto Persdiangan

PENYELENGGARA
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Asriadi S.E.M.H | Anggota PENYELENGGARA
Bawaslu
Sulsel
1. Fadhila Amalia | Pengadu NON
2. Kahar PENYELENGGARA
3. Hesty
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I. Data Reduktion (Reduksi Data)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
dan polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan dituliskan/diketik




Selanjutnya penyajian data dalam bentuk uraian singkat, dan
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|. Perpanjangan Pengamatan Hal ini dilakukan ketika peneliti masih
menemukan kekeliruan dari hasil penelitiansehingga mengharuskan
untuk melakukanpeninjavan kembali ke lokasi penelitian sehingga bisa
mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi dari apa yang sudah
didapatkan sebelumnya.




2. Meningkatkan Ketekunan Lebih mencermati hal yang ingin diteliti
dengan cara lebih memfokuskan diri pada hal yang ingin di teliti
sehingga lebih sistematis dan lebih jelih lagi untuk melihat apakah data

sumber  datayang sama.Peneliti menggunakan  observasi

partisipatif, wawancara mendalam, Sertadokumentasi untuk




c. Triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik
melihat kondisi psikologis informan yang dinilai berdasarkan

i, siang ataupun sore hari.

bertentangan
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data kembali oleh peneliti atas data yang diperoleh dari informan

apakah jawaban yang diberikan informan sesuai dengan pertanyaan
peneliti atau tidak sehingga data yang terkumpul lebih kredibel lagi

sehingga data yang di peroleh adalah data akurat (Sugiyono, 2013)
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah Lahirnya DKPP di Indonesia
Lahimya DKPP berasal dari pembentukaan Dewan Kehormatan KPU
yang dibentuk pada tahun 2003 Sifar yang dimiliky olch DK KPU. ini bersifat ad
hoc. Lembaga negara mi memilik tugas innuk meweriksan Sezala pengaduan atau
laporan adanya duvgaan pelanggaran kode etik penylenggara pemilu yang

dilaksanakan olch KPU dari tingkat pusat maupun tingkat dacrah.

Gambar 4.1. Logo DKPP (Sumber Websie resmi DKPP RI)

Adapun tujuan lahirnya DKPP agar para penyelenggara pemilu dapat bekerja
dengan baik serta seimbang sesuai dengan tugas pokoknya masin-masing. Selain
itu juga DKPP memiliki tujuan untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang
berintegritas. Awal lahirnya KPU memiliki anggota dari perwakilan dari berbagai
partai politik penyelenggara sehingga berakibat kepada partai yang memiliki

kekuatan kecil sangat sulit untuk memenangkan pemilu.
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Sehingga pada akhirnya negara belajar dari peristiwa tersebut, karena diyakini
tidak terciptanya keseimbangan dalam sistem demokrasi kita, sehingga pada tahun
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memberikan sanksi kepada para penyelenggara yang melanggar kode etik.

2. Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia

Sebagai lembaga negara DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani
pelanggaran kode ctik Penyclenggara Pemilu, bahwa DKPP memiliki tugas

menerima aduan atau laporan langsung dari masyarakat yang dilakukan oleh
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penyelenggara pemilu, kemudian DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan

dan verifikasi secara langsung ini sesuai. Semantara itu juga DKPP memiliki
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kendali kementrian dalam negeri. Selain itu juga DKPP membentuk Tim

pemeriksa Daerah (TPD) untuk melaksanakan persidangan di tingkat daerah, Sifat

dari TPD juga bersifat (4d hoc) atan dibentuk sementara. Unsur yang masuk

dalam TPD berasal dari unsur KPU, Bawaslu, dan unsur masyarakat berasal dari
pakar pemilu, akademisi, maupun tokoh masyarakat.




4. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan

pemerintahan. Hal ini akan mendorong seseorang akan bekerja dengan baik dan
efektiv. Sehingga pada akhirnya tercapailah tata kelola pemerintah yang baik.
Sebagai negara yang memiliki ratusan ribu aparatur. Setiap intansi pemerintahan
membutuhkan penyegaran sumber daya manusia, sehingga konsep adabtasi diri
inilah digunakan agar inovasi di tempat baru dalam bekerja lahir kembali.
Beradabtasi dalam suvasana yang baru adalah cara mudah untuk
menghasilkan karya, sehingga kita tidak tinggal dalam satu posisi keberhasilan
saja, tetapi memaksa diri kita untuk terus mengambil bagian dalam berbagai
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bidang kehidupan. Pada kemampuan seseoran menyesuaikan diri memilki
beberapa ukuran indikator yang ada. Indikator ini secara jelas mendukung
lahirnya konsep beradabtasi dengan cepat dan baik. Indaktor yang pertama adalah
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Grafik 4.1 dari Indikator kemampuan menyesuaikan diri

Dalam hasil wawancara dengan’ menggunakan analisis data Crasstab

dan mengelompokkannya ke
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membentuk kerjasama antar lembaga negara, sehingga dengan adanya bantuan
dari berbagai pihak, DKPP RI bisa mudah mengintifikasi persoalan pelanggaran
kode etik. Selain itu juga, koordinisi yang bagi perlu dilakukan, dengan membuka
komunikasi tanpa batas.

Sejalan dengan yang kemudian disampaikan oleh Kepala Sub Bagian
Sarana Prasarana dan Keamanan Persidangan Bapak Bugi Kurnia Widianto pada

saat diwawancarai pada 13 Desember 202. Dirinya mengatakan bahwa:




“Sejauh ini, DKPP terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Bahkan lewat berbagai cara, misalnya lewat media sosial dan kerjasama
antar lembaga perguruan tinggi. Cara ini diyakini oleh DKPP bahwa
bahwa penegakan kode etik khususnya penyelanggara pemilu bisa
ditegakkan. Tapi hal itu kembali lagi kepada masing-masing diri individa
penyelanggara pemilu. Sehingga kita tidak bisa memaksakan setiap
penyelanggara harus patuhtérhadap kode etik tersebut, apalagi kita paham

bahwa kondisi di lapafigan banyak godaaan yang menghadang, sehingga
kadang para penyclanggara melenceng dari. wewenangnya dan
terjerumuslah dalam pelanggaran kode efik tersebut. Schingga setiap diri
penyelenggara pemili. harvus” memiliki ifat itegritas. Dengan integritas
inilah_bisa “menghasilkan prestasi-prestasi Kerja - dari masing-masing
penyeleggara peinilu.

Keterangan diatas menjelaskan bahwa DKPP terus melakukan kerjasama
antar lembaga perguruan tinggi negri maupun swasta di Indonesia untuk
kemudian mengkaji bahkan mengukur setiap putusan yang masuk ke DKPP,
Selanjutnya didukung oleh Narasumber ketiga Bapak Colarbus sebagai
Staff Sub Bagian Hukum Dewan Kehormatan Penyelnggara Pemitn (DKPP) saat

diwawancarai pada {7 Desember 2021 di DKPP Dirinya mengatakan bahwa:

** Jika eskutor tesebut tidak melaksanakan tugasuya dengan haik maka yang
mengawasi itu yang akan dieskusi oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara
Pemilu(DKPP) artinya dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu yang akan
diekskusi oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu(DKPP). ©

Menurut keterangan dari narasumber di atas bahwa komunikasi yang baik
antara penyelenggara pemilu jga harus tetap menjadi dasar kuat untuk
menegakkan penyelenggaran pemilu yang adil. Salah satu contohnya, pelaksanaan
putusan yang sudah dikeluarkan oleh DKPP untuk kemudiaan ditindaklanjuti oleh

Bawaslu sebagai ekskutor putusan.

Dari keterangan yang kemudian disampaikan para narasumber di atas

membuktikan bahwa dalam beradabtasi DKPP didukung dengan kerjasama antar
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lembaga negara yang terkait. Salah dukungan tersebut ketika DKPP melaksanakan
sidang pembacaan putusan yang kemudian akan ditindaklanjuti Bawaslu. Hal ini
kemudian sejalan dengan tugas dan wewenang Badana Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) Rl untuk melz usan DKPP dan menjatuhkan
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adalah negara hukum. Memiliki landasan kontitusional yang sangat kuat.

Sejalan yang disampaikan juga oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Maros,
Bapak Sufirman S.IP. yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang harus menghormati keputusan lembaga peradilan manapun,
karena kita kan negara hukum. Semua orang harus patuh™
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Menurut pendapat Sufirman selaku Ketua Bawaslu Maros bahwa sebagai

penyelenggara pemilu juga harus patuh dan menghormati segala aturan yang ada,
tentu aturan tersebut wajib untuk ditaati da
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Dalam mencapai prestasi kerja seseorang harus memperhatikan beberapa
hal yang pertama adalah waktu. Kadang-kadang pekerja yang berat memang
membuat seseraong berusaha lebih keras dan kuat lagi dalam mengerjakan tugas
yang akan diberikan oleh atasannya. Bahkan kalau dalam dunia kerja dikenal
dengan istilah dideline. Waktu menjadi ukuran seseorang dalam mengerjakan
tugasnya. Sehingga ketika orang itu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin,
maka efektivitas dalam bekerja akan baik pula. Selanjutnya adalah kesungguhan.
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Prestasi kerja tentu akan tercapai jika memiliki niat dan kesungguhan vang besar.
Kesungguhan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya sampai tuntas akan
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pendidikan sesuai kepakaran yang orang tersebut miliki.

Selanjutnya yang menjadi indikator dari work perfromance adalah
pengalaman. Prestasi kerja akan terwujud jika dilakukan oleh orang yang
memiliki pengalaman. Pengalaman itu sendiri merupakan perjalanan seseroang di

masa lalu. Biasanya orang yang cerdas menjadikan pengalaman tersebut sebagai
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bagian pembelajaran. Indikator seseorang dalam penerimaan pekerjaan di suatu

hasil 10.00% ,
Experience mendapatkan hasil 42%. Ini membuktikan setiap putusan yang
dikeluarkan oleh DKPP sangat mempengarhui kinerja dari para penyelenggara
pemilu, sehingga setiap kesalahan dalam pelanggara kode etik para penyelenggara
menjadikannya sebagai pembelajaran untuk lebih baik ke depannya.

Dari hasil wawancara dengan DKPP ini Bapak Didik Supriyanto S.IP,
M.IP mengatakan bahwa




“setiap orang belajar dari pengalaman, itu pasti Kita ingin tidak ada
kesalahan lagi. Saya kira ini yang mendorong para penyelenggara untuk
tetap profesional dan patuh. Orang yang bijak kan dia tidak melihat dari
uang dan statusnya tapi rekam jejak pengalamannya, olehnya itu, yah
kalau menurt saya pengalaman yang paling inti untuk meraih prestasi
kerja, baru selanjutnya orang melthat manajemen waktunya, kemudian,
niatnya, dan terakhir keahliannya. Yah sekarang banyak ngaku-ngaku ahli
kan, tapi coba pasti minim pengalaman, olehnya itu kami di DKPP
senantiasa memak$a SDM kita untuk terus belajar agar banyak
pengalaman”.

Anggota DKPP Dichlc Supriyanto menyampaikan bahwa kesalahan yang
dilakukan bﬂuhng—u'lmg-' memany pada dasarnys merupakan tmdakan dasar yang
dimiliki oleh manusia. Olehnya itu peran DKPP untuk menjaga kodrat
penyelenggara pemilu sangatlah penting karena menyangkut martabat dan
kehormatan lembaga, Maka, tentu setiap pufusan vang dikeluarkan oleh DKPP
haruslah dijadika: pengalaman atau pembelajaran agar para penyelenggara serius
dalam berkerja dalam ha! ini menegakkan kode etik.

Sama halnya yang disampaikan Bapak Aries Munandar selaku Kepala

Bagian Hukum Kerjasama, dan Kepepawain DKPDP yang mengatakan bahwa

“kami di DKPP, kami sekolahkan pegawai kami, kami datangkan dosen
untuk mengajar bersama kami. Hal itu kami lakukan uniuk membangun
pengalaman belajar bagi pegawai yang ada di DKPP. Sehingga mereka
antusias dan bersemangat dalam bekerja, kenapa mercka harus belajar
supaya jangan melakukan pelanggaran kode etik”

Menurut Aris Munandar bahwa kecakapan dalam bekerja sangatlah
penting karena menjadi indikator lahirnya prestasi kerja, maka dari paraitu sangat
penting bagi setiap aparat dan pegawai untuk membangun pengalaman belajar.
Dengan lahirnya pengalaman maka mampu mendorong atau memacu kembali

semangat bekerja dalam menegakkan kode etik
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Selain itu dari wawancara bersama Bapak Dr. Firdaus selaku Koordinator
Staff Ahli DKPP mengatakan bahwa:

“pembelajaran besar bagi pe
pehnggafankudu ntik yang d
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waktu tentunya akan mendukung prestasi kerja. Dari wawancara yang saya
lakukan dengan Bapak Colombus selaku staff hukum di DKPP mengatakan
bahwa:

* sejak putusan dibacakan oleh majelis sidang DKPP, ada jangka waktu
untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu R sebagai pelaksana putusan,
jika dalam 7 hari tersebut bawaslu RI tidak melaksanakan hasil putusan
sidang DKPP, maka Bawaslu RI sebagai penyelenggara juga secara tidak
langsung melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu”




Putusan yang dibacakan majelis sidang akan melahirkan beberapa
rekomendasi untuk ditindaklanjuti, Untuk sidang pelanggaran kode etik, pasca

.
. 1Y /

¢ \" =L s
B \N11/777/
e \‘\§\\ :,5.\'. ;'I/é’”

R o
o~

Dari wawancara dengan Anggota DKPP Didik Supriyanto S.IP, M.IP
mengatakan bahwah;

“DKPP itu lembaga negara, tugasnya menegakkan kode etik, sehingga
harus serius dan tidak boleh main-main, sifat putusannya pun final dan
mengikat, sehingga kalau penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan B
bekerja dengan sungguh-sungguh secara tidak langsung mereka pasti akan
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Sebagai lembaga negara DKPP harus melakukan penegakan kode etik
dengan serius dimana sifat putusan yang dikeluarkannya adalah final dan
mengikat. Maka jika para penyelenggara m
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panjang, tidak hanya memutus saja, kami akan memeriksa semua saksi dan
orang yang terkait”

Perkara yang ada di DKPP tentu melalui verifikasi yang sangat panjang,
tentu dengan kajian yang mendalam oleh beberapa ahli dibidangnya. Bahkan
dalam penanganan perkara DKPP memeriksa semua pihak terkait termasuk saksi-
saksinya.

Keahlian menjadi indikator terakhir sehingga tercapainya prestasi kerja
untuk penyelenggara pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu DKPP, KPU dan
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Bawaslu harus memiliki tolak ukur dalam bekerja, dengan bekerja dengan

marwah penyelenggara pemilu akan terjaga.
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Grafik 4.3 hasil dari persentasi kepuasan kerja

Dalam hasil wawancara dengan menggunakan analisis data Crosstab
Query dalam NVivo 12 plus mendapatkan kesimpulan bahwa work will
mendapatkan hasil 21.00% , Satisfaction at work dengan hasil 15.00%, dan
Integrity at Work mendapatkan hasil 45%. Ini membuktikan setiap putusan yang
dikeluarkan olel’ DKPP dilakuk i déngan penuh integritas.

Pada indikator pertama di tubuh DKPP sangai memperhartikan Integrity
Work Will, Lembaga negara ini meyakini bahwa dengan cara menjaga integritas
secara tidak langsung marwah penyelenggara pemilu bisa dijaga.

Dari wawancara yang dilakukan kepada bapak Didik Supriyanto S.IP,
ML.IP anggota DKPP mengatakan bahwa:

“Kenapa Kodc Etk merupakan Self Regulation agar profesi ini tetap
dipercaya. Kenapa dipercaya” Karena profesi imi berdampak bagi orang
banyak, sama haloya ketika kita mempercaya secrang dokter, bahkan
perbedaan racun dan obat hanya memiliki perbedaan yang tidak signifikan
tapi karena kita percaya bahiwa dokier bisa melakukan tugasnya dengan
baik, maka kita membiarkannya untuk memberikan kita resep. Jika saja
ada pasien yang meninggal atau tambah sakit maka akan turun tim etik.
Biasanya pihak rumah sakit memerintahkan direksi untuk melakukan
investigasi untuk kemudian dilaporkan kepada tim etik. Jadi kode etik
dibuat oleh yang dibuat oleh pekerja itu sendiri dengan tujuan menjaga
profesi itu sendiri dengan kata lain menjaga marwah, dan integritas
profesi. Kenapa perlu dijaga karena potensi penyahlagunaan itu sangat
besar™.

Pada indikator kepuasan kerja sangat memperhatikan dengan
memperhatikan integritas seorang aparatur ataupun pegawai, Olehnya itu sangat

dibutuhkan penegakan kode etik untuk memperkuat integritas seseorang dalam

bekerja.




Senada yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana dan

Keamanan Persidangan Bapak Bugi Kurnia Widianto yang mengatakan bahwa:

Dari wawancara dengan pengadu Fadhila Amalia yang merupakan petugas
PPS di Kelurhan Allirintange, Kecamatan Turikale pada saat Pilkada tahun 2020
di Kabupaten Maros. Fadhila mengadukan Ketua KPU Maros Syamsu Rizal,
beserta empat orang anggota Umar, Syahruddin, Mujaddin, dan Melany. Fadhila
mengatakan bahwa:

“Iya sangat puas, putusannya pun sesuai harapan saya dan DKPP bekerja
dengan baik”




Kepuasan pengadu merupakan ukuran keberhasilan dari DKPP dalam

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

4. Kualitas (Quality)

Sebagai lembaga negara DKPP tentu akan diuji kualitasnya ketika DKPP
mampu menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam dunia tata kelola
pemerintan kualitas layanan menjadi perhatian publik. Bahkan kualitas tersebut
sering di kritik oleh masyarakat. Tak salah jika di kritik karena DKPP merupakan
lembaga negara yang berfungsi bersama KPU dan Bawaslu untuk menciptakan




pemilihan yang bersih. Untuk mewujudkan kualitas yang diiginkan ada beberapa
indikator yang harus menjadi perhatian besar yang pertama adalah banyaknya
pelanggaran. Sebagai lembaga ctik. Pelanggaran adalah hal yang substansial dan
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Grafik 4.4 hasil dari persentase kualitas

Dalam hasil wawancara dengan menggunakan analisis data Crosstab
Query dalam NVivo 12 mendapatkan kesimpulan bahwa Professionali
mendapatkan hasil 60.00% dan , many violations dengan hasil 40.00%. Ini




membuktikan setiap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dilakukan

profesionalisme.walaupun demikian masih ada cela penyelenggara akan

Senada yang disampaikan oleh oleh Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana
da Keamana Persidangan Bugi Kurnia Widianto yang mengatakn bahwa:

“Sebagai pegawai dan pimpinan DKPP dalam menjalani tugasnya penuh
tanggung jawab dan profesionalisme.”

Jika profesionalisme sudah dijalankan oleh petugas atau pegawai di DKPP

ataupun penyelenggara pemilu lain, maka tentu dalam menjalankan tugasnya akan
dilakukan dengan penuh tangguh jawab.




Sikap profesionalisme sebagai penyelenggara memang harus dimunculkan
dalam memberikan pelayanan utamanya sebagai penyelenggara negara. Karena
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Pelanggara kode etk bisa saja terjadi di manapun, mulai dari KPU di
tingkat kabupaten sampai pusat dan Bawaslu di tingkat kabupaten sampai di
tingkat pusat bahkan bisa saja dilakukan oleh DKPP itu sendiri. Olehnya itu
DKPP harus bersifat pasif atau tidak bisa menginterpensi bahkan diinterpensi
sekalipun untuk memaksa seseorang melakukan pengaduan di DKPP.



Senada yang disampaikan oleh Senada yang disampaikan oleh oleh Kepala
Sub Bagian Sarana Prasarana da Keamanan Persidangan Bapak Bugi Kurnia

Widianto yang mengatakn bahwa:

“Setiap penyelenggara pémilu yang melakukan pelanggaran kode etik itu
sadar melakukan penyelewegan tugas dan akan menyesali perbuatannya
setalah dilaporkan dan disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara
Pemilu™

Bahkan penyelenggara itu sebanurnya scedra sadar melakukan pelanggaran
kode etk tersebut, nanti mereka menyelesal pada saat ada yang melaporkan
kemudian di proses oleh DKPP selanjutnya disidangkan sampai dijatuhi sanksi

hukuman.

Semantara itu Bupak Azry Yusuf S.H, M.H Komisioner Bawaslu Provinsi
Sulawesi Selatan. Dirinya mengatakan bahwa

“Pencgakan kode etk itu sangat pecld, karema memang itu sangat

dibutuhkan dalam sistern kepemiluan kita. Penyelenggaraan pemilu ini kan

diselenggarakan oleh orang yang disebul scbagai penyelenggara. Selama
ini yang menjadi persoalan yang niendasar adalah integritas. Integritas ini

meliputi profésionalisme, kejujuran dan lain-lain. Semua kan sudah di atur.

Kita tahu bahwa penyelenggara pemilu ini manusia, yang tentu bisa khilaf

dan bisa melakukan kesalahan, makanya penting adanya penegakan kode

etik. Penyelenggara pemilu harus dilakukan dengan sikap batin yang
benar”

Penyelenggaran pemilu itu diselenggarakan oleh manusia yang disebut
sebagai penyelenggara. Setiap penyelenggara akan diukur kulitasnya dengan
melihat integritasnya dalam bekerja. Integritas tersebut meliputi profesionalisme,
kejujuran, dan kesungguhan. Lebih dari itu penyelenggara pemilu ini tentu tidak
luput dari kesalahan atau khilaf, sehingga sangat mempengaruhi kualitas

penegakan kode etik pemilu.
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Senada yang disampaikan oleh Bapak Asriadi S.E, M.H Komisioner
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada dasarnya, penilaian oleh pihak luar
ini bisa artikan sebgai kritik yang membangun. Adapun beberapa indikator untuk
mencapainya yang pertama adalah pelayanan yang baik  (good service).
Pelayanan yang baik memang akan dirasakan pihak luar. Tentu kalau konteksnya
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia yang
dilayani itu adalah orang yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu schingga
bisa lahir kepuasan pengadu (complainant satisfaction).
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Kelurhan Allirintange, Kecamatan Turikale pada saat Pilkada tahun 2020 di
Kabupaten Maros. Selain itu Fadhila juga mengadukan Ketua KPU Maros
Syamsu Rizal, beserta empat orang anggota Umar, Syahruddin, Mujaddin, dan
Melany. Fadhila yang mengatakan bahwa:

“Cukup baik, karena pelayanan yang dilakukan ada dua cara dan saya
memakai cara online atau mendaftar melalui surat elektronik.”

Pelayanan yang diberikan oleh DKPP sudah menggunakan sistem online

atau melalui surat elektronik, Menurut Fadhila Amalia dirinya menggunakan cara
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dengan mengirimkan surat elektronik terlampir berkas dan bukti-bukti

pelanggaran.

ta komisiner KPU

engatak bahwa kahar

=
----------
AAAAAAA

d:duga dﬂakukan oleh KPU :
ba:k.eepat,dnnsanguhmnmhyadﬂayamdensanﬂepat,ha&, dan
vang lebih penting adalah selalu setia mendengarkan keluhan-keluhan,
Setahu saya tidak ada hambatan yang berarti.hanya mungkin waktu
menunggu dari pengaduan ke sidang relatif lama. pelayanannya sangat
baik..selama proses awal, proses sidang dan pasca sidang menurut saya
Nl .

Pelayanan pegawai DKPP baik, cepat dan sangat humanis. Menurut Hadi

Atogoran bahwa selama proses pelaporan sampai tingkat pembacaan putusan
menurut saya pelayanan yang dilakuksan oleh DKPP cukup baik.
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Selanjutnya laporan dari Ekawaty Dewi seorang wanita yang juga politisi
partai perindo asal jeneponton yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik

salah satu komisiner KPU Kab. Jenepontos Dewi mengatakan bahwa
“Pelayanan di DKPP-RI sangat cepat dan sigap, pada saat itu saya
langsung di telpon untuk melakukan tindak lanjut atas laporan saya.
Kalau hambataanya itu datang dari saya saja, mungkin tidak memahami
secara langsung ‘untuk mengadu tetapi fetap diarahkan oleh petugas.
Petugas juga bekerja dengan  kompichensif dan . profesional,
alhamdulillah baik: banget petugasnya”

Pelayanan yang dilakukan oleh DKPP sangai sigap menurut Ekawaty
Dewi Politisi partai Perindo. Bahkan hambatan ridak dateng dari di DKPP tetapi
biasanya hambatan datang dari pengadu, bisanya tidak lengkapnya berkas bukti
sehinggi pihak DKPP memberikan kesempatan untuk melengkapi berkas tersebut.

Senada yang disampaikan oleh Hesty seorang penguadu asal Flores Timur.
Dirinya mengatakan bahwa
“pelayanannya lumayan baik, setiap penguduan yang masuk itu langsung

dilakukan respon yang sangat ‘serius, kalau ada yang kurang dari pengaduan
langsung di tindak lanjuti, jadi pelayanan baik”

Pelayanan yang serius juga ditunjukkan oleh pegawai DKPP sesuai
penngakuan oleh Hesty perempuan asal Flores Timur. Menurutnya jika ada berkas
yang kurang pegawai DKPP langsung mengarahkan untuk melengkapi.

Selanjutnya Advokat asal Ambon Asri Dinibuan S.H, M.H yang pernah
melakukan
Resmi di DKPP. Dirinya mengatakan bahwa

“Pelayanan terbuka dan bagus, tidak sama dengan instansi lain bahkan

penerimaan terbuka. Kalau ada berkas yang kurang biasanya langsung

dilengkapi, diarahkan oleh petugasnya untuk melengkapi. Biasanya ada
verifikasi berkas dilakukan, Jika tidak memenuhi maka tentu akan
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dilakukan perbaikan. Syarat-syarat harus di penuhi Pelayanan
aparaturnya sangat bagus bahkan menurut saya pelayanan petuugas terbaik
itu sulit dibedakan antara MK dan DKPP “

Apresiasi bahkan disampaikan oleh Bapak Asri Dinibuan S.H, M.-H

Sementara itu menurut salah satu pengamat demokrasi yang juga
merupakan dosen hukum tata negara Fajlurrurahman Jurdi S.H M.H mengatakan
bahwa

“selama ini DKPP telah melakukan proses penegakan kode etik yang
juga baik, seperti kita ketahui bahwa, DKPP juga memiliki proses
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pengaduan secara online, dan saya kira ini bisa diapresiasi oleh
masyarakat, kita tahu bahwa pelayanan yang berbasis digital tentu akan
memudahkan orang dalam melaksanakan pengaduan, dan ini sangat
bagus dari DKPP"

Pelaporan online tentu

bagian dari pelaksana undang-undang harus melaksanakannya dengan baik.
Olehnya itu setiap pelayanan yang baik harus selalu dijaga agar terwujudnya
kepuasan para pelapor (complainant satisfaction)
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aparatur penyelenggara pemilu. DKPP beserta penyelenggara pemilu bekerja
dengan baik untuk menjaga marwahnya sehingga pada akhirnya dapat mencapai
kepuasan bekerja Satisfaction at work.

2. Sejauh ini pelayanan yang terbaik diberikan oleh DKPP termasuk merespon
I —— gk padi pengaa
pelayanan yang dilakukan DKPP terbilang baik.




B. Saran
Sesuai hasil penelitian yang dikemukakan melahirkan beberapa saran agar
m_iadi tolak ukuryﬂ]]s'lﬁ anfarany;

Sebagai bagian penting dari prinsip universal demokrasi. Masyarakat
harus berani melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan
oleh penyalanggara pemilu. Karena cara melaporkan pelanggaran
tersebut  secara tidak langsung mampu menjaga marwah
penyelennggara pemilu.
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Dokemntasi

Wawancara dilakukan bersama bapak kahar pengadu yang melaporkan anggota

KPU Maros ke DKPP. Pada 12 Januari 2022 berlokasi di Warkop Comoro Kab,
Maros.

Wawancara dilakukan bersama staff Hukum DKPP Bapak Columbus di
sekretariat DKPP. Pada 12 Januari 2022 berlokasi di ruang HKK Sekretariat
DKPP RI. Wawancara dilaksanakan pada (17/12/2021).
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Wawancaradilakukan bersama Dr Firdaus Koordinator staff ahli DKPP.
Pada !4 Junuari 2022 melalaui vic zoom.

Wawancara dilakukan bersama Sufirman 8.1P Selalku keina a:washi Kabupaten
Maros di Sekretariat Bawaslu, 11 Poros Maros Pangkep, pada selasa (11/1/2022).

Wawancara dilakukan bersama Fadhila Amalia selaku mahasiwa yang
mengadukan Anggota KPU Maros, Wawancara ini dilaksanakan di kediamannya
J1 Cendana No, |4 Kabupaten Maros pada selasa (11/1/2022).
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‘wawancara dilakukan Kcpala Sub Bagian Sarana dun Prasarana dan
Keamanan Persidagan DKPP Bapak Bugi Kurnia Widianto di Sekretaria DKPP
RI. W&wamdﬂakukmdtnmg sidang DKPP, Jakartz Pusat,

Wawancara dilakukan bersama Didik Muldiyanto S.IP, MLIP selaku
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Wawancara di
lakukan di ruang kerjanya di Gedung Bawasli RI Lt.5 JI. MH Thamrinn Jakarta
Pusat.




Wawancara dilakukan bersama Asriadi S5.E, M.H selaku Anggota Bawaslu
Provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara di lakukan di ruang kerjanya di Gedung J1.
Pettarani no 98, Kota Makassar.

Wawancara dilakukan bersama Azry Yusuf S H, M.H selaku Anggota
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara di lakukan di ruang kerjanya di
Gedung J1. Pettarani no 98, Kota Makassar.
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Wawancara melalui telepon bersama Advokat asal Ambon Arsi Divinubun
yang pernah juga melaporkan pelanggaran kode etik di DKPP
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Wawancara melalui telepon bersama advokat Muh Salman Darwis asal Polewali
Mandar.




Wawancara melalui chatting aplikasi WhatsApp bersama Amirullah S.H
pengadu asal Sulawesi Tengah.
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